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KATA PENGANTAR

PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM merupakan salah satu
komponen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable
Development Goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk
menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun demikian,
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar penghapusan
kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat dicapai
enam tahun lebih cepat dari target TPB, yaitu pada akhir tahun 2024.

Untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut,
telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang berisi penugasan
dari Presiden Joko Widodo kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan
kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem.

Merujuk pada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tersebut, upaya percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi
utama, vyaitu: () pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (i)
peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-
kantong kemiskinan; dengan sumber pendanaan program percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari: Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/APBN; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/
APBD; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes; dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Dari pengalaman global, terdapat dua kunci utama untuk menurunkan
kemiskinan ekstrem secara efektif, yaitu konvergensi program dan
perbaikan akurasi pensasaran. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan
setidaknya tiga instrumen kebijakan untuk mendorong terjadinya
konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran, vyaitu: (1)
penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem baik untuk
tahun 2022 maupun untuk 2023-2024; (2) Data Pensasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data PK-
BKKBN yang memiliki informasi by name-by address-by NIK, karakteristik
sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga dilengkapi dengan
peringkat kesejahteraan keluarga; serta (3) pedoman umum pelaksanaan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai pedoman bagi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari tingkat provinsi,
kabupaten/kota, hingga desa agar dapat secara terarah dan terpadu
dalam menyusun kebijakan dan/atau melaksanakan program percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.

Saya berharap para Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/\Wali
Kota hingga Kepala Desa dan Lurah serta pihak-pihak nonpemerintah
dapat memanfaatkan pedoman umum ini sebagai acuan dalam
pelaksanaan upaya dan program percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem. Pada akhirnya, saya mohon dukungan kerja kolaboratif semua
pihak agar kita semua dapat bersama-sama mewujudkan penghapusan
kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia di akhir tahun 2024.

Jakarta, Agustus 2022

MUHADJIR EFFENDY
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
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Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a.  bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan diinstruksikan salah
satunya untuk menetapkan pedoman umum
pelaksanaan program percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri  Koordinator  Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5235);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019
tentang Organisasi Kementerian Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 203);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020
tentang Kementerian  Koordinator  Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:
Menimbang : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN UMUM  PELAKSANAAN

PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM.
KESATU . Menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang
selanjutnya disebut Pedum Pelaksanaan Program
PPKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pedum Pelaksanaan Program PPKE sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Bab 1 Pendahuluan;

2. Bab 2 Konsep, Definisi dan Karakteristik
Kemiskinan Ekstrem;

3. Bab 3 Arah Kebijakan dan Program Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

4. Bab 4 Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem Pemerintah Pusat dan Daerah; dan

5. Bab 5 Penutup.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pedum

Pelaksanaan Program PPKE disusun pemetaan

program/kegiatan  kementerian/lembaga  terkait

penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedum Pelaksanaan Program PPKE sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai

acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah

daerah provinsi/kabupaten/kota, hingga desa agar

dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun

kebijakan  dan/atau  melaksanakan  program

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro,\Hukum. Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

L ‘[ ( | \/‘
uvvuk/)
Sorrp Paskah Daeli
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BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

1.

Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau
sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang
merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 % atau
sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021).

Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi dan
menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh
wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Target ini lebih
cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  untuk
mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun
2030.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)
memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan
daerah, melalui tiga strategi utama PPKE : () pengurangan
beban pengeluaran masyarakat; (i) peningkatan pendapatan
masyarakat; dan (i) penurunan jumlah kantong-kantong
kemiskinan.

Untuk mendorong keterpaduan dan sinergi program dan
anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target
penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, telah
ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas
hingga mencakup seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024
sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2022 dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten di 7 provinsi.

b. Tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi
(termasuk wilayah prioritas tahun 2021).

c. Tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap
hingga mencakup 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.
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Tujuan

Pedoman Umum Pelaksanaan Program PPKE bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga
desa agar dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun
kebijakan dan/atau melaksanakan program percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.
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BAB 2

KONSEP, DEFINISI DAN
KARAKTERISTIK
KEMISKINAN EKSTREM



A. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem

12

1. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam

memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air
minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal,
pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas
pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB,
1996).

. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah

penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP
(Purchasing  Power  Parity), atau  setara  dengan
Rp10.739/0orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank
Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga
terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika
kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah
Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut
termasuk kategori miskin ekstrem.

. Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui

pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi.

Karakteristik Kemiskinan Ekstrem

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap
tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Susenas Maret 2021 menunjukkan:
1. angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,14% dari total penduduk

Indonesia;

. sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga miskin

ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak
lulus SD;

. sekitar satu dari tujuh kepala rumah tangga ekstrem adalah

perempuan;
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4. sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem
memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas;

5. sekitar satu di antara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak
mendapat akses terhadap sanitasi layak; dan

6. sekitar satu di antara tujuh rumah tangga miskin ekstrem
tidak memiliki toilet.

Untuk menghapus kemiskinan ekstrem, sejumlah negara telah
mengembangkan berbagai strategi seperti yang dijelaskan
dalam tabel 2.1.

Lampiran | 13
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BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PERCEPATAN
PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM



A.

16

Pilar Kebijakan

Upaya mewujudkan PPKE tahun 2024 dilakukan berdasar pada
tiga pilar, yaitu () komitmen pemerintah; (i) keterpaduan
program, anggaran, dan sasaran; serta (iii) pemantauan dan
evaluasi.

1. Pilar I: Komitmen Pemerintah

a. program dan kegiatan dalam mendukung PPKE tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024; dan

b. penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan
kemiskinan ekstrem.
2. Pilar Il Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran
a. Tingkat pusat, melalui:

1) penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk urusan wajib;

2) pengalokasian APBN dan pedoman penyusunan RKPD
dan APBD terhadap pelayanan dasar sektor pendidikan
dan kesehatan;

3) pengalokasian APBN termasuk Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) terhadap pelayanan dasar dan
pemberdayaan;

4) pemutakhiran data sasaran program;

5) mendorong pelibatan sektor nonpemerintah (swasta
dan/atau masyarakat); dan

6) memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap
kelompok rentan, antara lain lansia, penyandang
disabilitas, anak, dan perempuan.

b. Tingkat daerah, melalui

1) pengalokasian APBD terhadap pelayanan dasar dan
pemberdayaan untuk mendukung program nasional;

2) dukungan terhadap program nasional terkait cakupan
penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen
pelaksanaan;

Lampiran |
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3) inovasi program komplementer/inisiatif daerah;
4) penguatan  kapasitas  kelembagaan koordinasi
antarsektor terkait; dan

5) penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan
sektor nonpemerintah.

3. Pilar lll: Pemantauan dan Evaluasi

1) Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan
ekstrem.

2) Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan
berkala.

3) Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan
ekstrem tingkat kabupaten/kota.

B. Landasan Kebijakan

Untuk memastikan tercapainya target penghapusan kemiskinan
ekstrem pada tahun 2024, diperlukan kebijakan pendukung
terkait:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui:

a.

Lampiran |

kemudahan berusaha seperti perizinan untuk investasi
yang mendorong kesempatan kerja untuk masyarakat
miskin ekstrem, miskin dan rentan;

stabilitas harga komoditas bahan pokok untuk
memastikan inflasi terkendali;

peningkatan daya beli masyarakat, khususnya kelompok
miskin ekstrem, miskin dan rentan;

pembangunan infrastruktur ~ untuk  meningkatkan
produktivitas perusahaan dan pekerja; dan

penetapan protokol kesehatan yang terus diperketat dan
perluasan cakupan vaksinasi.

17
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2. Penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat,
dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan, antara lain
melalui:

a. pemanfaatan data sasaran yang sudah tersedia;
b. validasi identitas penduduk berbasis NIK;

c. pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan
tingkat kesejahteraan;

d. pendaftaran mandiri;

e. integrasi berbagai jenis dan sumber data sosial dan
ekonomi, baik data keluarga maupun data UMKM; dan

f. selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan
memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi
seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data
Pensasaran  Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan
Ekstrem (P3KE).

3. Pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program lintas
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan lain, melalui:

a. koordinasi lintas kementerian/lembaga dipimpin oleh
Menteri Koordinator;

b. koordinasi terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati/Wali
Kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;

c. Gubernur memimpin secara langsung percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi
dengan TKPK Provinsi;

d. Bupati/Wali Kota memimpin secara langsung percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat
kabupaten/kota dengan perangkat TKPK;

€. penggunaan sumber data mutakhir yang sama sampai
pada individu dan/atau keluarga penerima manfaat
program; dan

f. integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari

nonpemerintah (swasta dan masyarakat) dengan program
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
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4. Peningkatan keterpaduan dan sinergi program berbasis

pada kebutuhan penduduk, antara lain melalui:

a. pemenuhan bantuan sosial dan jaminan sosial seluruh
penduduk dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di
dalamnya;

b. pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas
dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya;

C. pemenuhan pelayanan dasar dan dipastikan miskin
ekstrem tercakup di dalamnya.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah

Pusat dan Daerah serta layanan terstandarisasi, melalui:
a. peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah;
b. peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) pelayanan dasar.

6. Perencanaan, penganggaran, penentuan target,

dan

pelaksanaan program percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem yang inklusif, melalui:

a. pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti

penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia,

kelompok adat;
b. memastikan kesetaraan gender;

dan

c. pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam

Musyawarah Rencana Pembangunan.

C. Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem
dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan
beban pengeluaran masyarakat; (i) peningkatan pendapatan
masyarakat; serta (i) penurunan jumlah kantong-kantong

kemiskinan.
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1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat
diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan
sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program
lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran
masyarakat, di antaranya melalui

a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan,
Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;

b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai
Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial
Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;

C. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan
asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan
khusus (disabilitas dan lanjut usia);

d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi
listrik dan subsidi elpiji; dan

e. pemberian Bantuan luran Jaminan sosial Kesehatan
Nasional (JKN).

. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strateqi peningkatan pendapatan masyarakat
diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan
pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

a. peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan
Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat
karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program
Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor),

b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui
program vokasi dan pelatihan, seperti Kartu Prakerja,
program vokasi;

c. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses
pasar, serta pendampingan dan penguatan
kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha;
dan

Lampiran |
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022



d. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui
peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal
baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat
(KUR).

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas
dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses
layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan
infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air
minum layak; dan

b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti
pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta
pembangunan infrastruktur jalan.

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Program Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, yaitu:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarg;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3.
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan dari sumber anggaran dimaksud:

1
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan
(APBN/P) mendanai program dan kegiatan melalui
kementerian/lembaga (K/L), yaitu:

a. Program/Kegiatan Pusat (K/L) yang berfokus pada
penurunan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan
pendapatan masyarakat; meminimalkan kantong
kemiskinan; sinergitas kebijakan;
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b. Dana Sektoral untuk percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis (UPT)
di kementerian/lembaga terkait;

c. Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Gubernur,

d. Dana Tugas Pembantuan yang ditugaskan ke
Gubernur/Bupati/Wali Kota; dan

e. APBN vyang dikelola oleh Bendahara Negara untuk
kegiatan strategis vyaitu subsidi tepat sasaran untuk
menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,
khususnya masyarakat miskin ekstrem.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan
(APBD/P) merupakan transfer APBN ke daerah, Pendapatan
Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain
yang dapat dialokasikan khusus untuk Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, melalui:

a. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Keistimewaan DIY
untuk  program-program percepatan  penghapusan
kemiskinan ekstrem di Aceh, Papua, Papua Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);

c. Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk
memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas
kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian
kinerja di bidang percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem; dan

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Dana Desa untuk mendukung program-program
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa;

b. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD untuk mengatasi
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di desa;
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Bantuan Keuangan bersumber dari APBD baik provinsi
maupun kabupaten/kota;

d. Pendapatan Asli Desa (PADes);

g
. Pendanaan nonpemerintah menjadi alternatif dalam

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
ketiga; dan

lain-lain pendapatan desa yang sah.

membiayai pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem baik di tingkat pusat maupun di tingkat
desa/kelurahan. Skema pendanaan ini antara lain:

a.

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate
social responsibility).

pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (charity),
filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infagq dan
shadagah (ZIS).

pendanaan multidonor untuk organisasi atau perusahaan
yang menangani isu sosial serta kegiatan yang
memberikan dampak positif terukur dari sisi sosial.

Sumber pendanaan nonpemerintah perlu dikoordinasikan
agar dapat tercatat dan diintegrasikan. Alur pendanaan ini
dapat langsung dilakukan oleh K/L terkait dan pemerintah
daerah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.

23
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Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan program percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem (PPKE) sebagai berikut:

1.

Tepat sasaran

Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program
PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat
status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.

Pendekatan multidimensi

Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap
memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan
gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan.

Keterpaduan dan sinergi

Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai
program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P
Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Program vyang diberikan tersebut
dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi
untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem.

Tersampaikannya dan dipahaminya informasi

Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan
edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat
sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan
dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada
seluruh pihak terkait program PPKE.

Koordinasi dan kerja sama multipihak
Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan
kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah

pusat, pemerintah daerah dan melibatkan  unsur
nonpemerintah.
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Terpantau dan terkendali

Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala
dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan
dan terukur.

Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri atas;

O v A W N R

spesifikasi penargetan program;
keterpaduan dan sinergi program;
sosialisasi dan edukasi;
pemantauan dan evaluasi;
pengaduan; dan

pelaporan.

Penjelasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem oleh pemerintah pusat dan daerah sebagaimana
dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1.

Spesifikasi Penargetan Program

a. Sasaran Penargetan Program

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
menentukan indikator dan kriteria penerima program
bantuan atau target spesifik program/kegiatan sesuai
dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, dengan memastikan penduduk miskin ekstrem
tercakup dalam sasaran.
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1) Program Pengurangan Beban Pengeluaran
Masyarakat

a) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas
dalam seluruh program pengurangan beban
pengeluaran masyarakat sesuai dengan kriteria
program. Sebagai contoh: masyarakat miskin
ekstrem menerima kombinasi Program Sembako,
PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan
Subsidi Listrik secara bersamaan.

b) Kementerian Koordinator Bidang PMK melakukan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program
kementerian/lembaga dalam upaya menurunkan
beban pengeluaran masyarakat.

c) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas
antara program pengurangan beban pengeluaran
masyarakat dengan program peningkatan
pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah
kantong-kantong kemiskinan.

2) Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

a) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
menentukan kriteria dan jumlah target penerima
program peningkatan pendapatan.

b) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
melakukan penilaian kesiapan penerima program
untuk memperoleh:

(1) Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan
Penyediaan Infrastruktur Dasar;

(2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
(3) Peningkatan Kapasitas UMKM; dan
(4) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM.
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c)

d)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian  program  kementerian/lembaga
dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatkan
produktivitas.

Sasaran program peningkatan pendapatan dapat
dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu diarahkan
pada masyarakat bukan miskin ekstrem di lokasi
kabupaten/kota dan desa prioritas yang menjadi
kantong kemiskinan ekstrem. Hal ini bertujuan untuk
mengembangkan ekosistem dan kondisi usaha
sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang lebih
baik.

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi
antara program peningkatan pendapatan dengan
program  pengurangan beban  pengeluaran
masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-
kantong kemiskinan.

3) Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong

Kemiskinan

a)

b)

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
melakukan penilaian lokasi program berdasarkan
kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur.

Program untuk menurunkan jumlah kantong-
kantong kemiskinan termasuk di antaranya melalui
perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak
layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan
kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air
bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
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c) Kementerian Koordinator Bidang PMK melakukan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program
kementerian/lembaga dalam upaya penurunan
Jjumlah kantong-kantong kemiskinan.

d) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi
antara program penurunan kantong kemiskinan
dengan program pengurangan beban pengeluaran
dan peningkatan pendapatan masyarakat.

b. Mekanisme Penargetan dan Integrasi Program di Daerah

Mekanisme penargetan dan integrasi program di tingkat
daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) Integrasi program percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem di daerah mencakup: (i) program
pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii)
program peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii)
program untuk penurunan jumlah kantong-kantong
kemiskinan.

2) Gubernur mengoordinasikan penetapan data sasaran
keluarga miskin ekstrem di wilayahnya.

3) Bupati/Wali Kota menetapkan data sasaran keluarga
miskin ekstrem penargetan program percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.

4) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK
melakukan sinergitas program dan anggaran dalam
mensasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem
baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran
nonpemerintah lainnya.

5) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK
Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota melakukan
pemetaan program sebagai:
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a) dasar penargetan dan rujukan program, guna
mendorong intervensi lintas sektor yang terpadu
dan menyeluruh;

b) dasar identifikasi kebutuhan program tambahan
yang diselenggarakan  pemerintah  provinsi,
kota/kabupaten dan desa/kelurahan.
Pengembangan  program  tambahan  dapat
mengadopsi bentuk: i) program daerah sebagai
perluasan program pusat; i) program daerah
sebagai pelengkap program pusat; dan/atau iii)
dapat menambah  besaran nilai  bantuan
(mempertebal) program pusat sesuai ketentuan
yang berlaku;

c) dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem.

6) Pemetaan program pada poin 5 dijadikan dasar untuk
analisis pemenuhan kebutuhan sasaran berdasarkan
nama dan alamat.

2. Keterpaduan dan Sinergi Program

Keterpaduan dan sinergi program dalam rangka PPKE lintas
kementerian/lembaga, OPD, dan para pemangku
kepentingan lain dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Keterpaduan dan sinergi dilakukan dari tingkat pusat,
dengan cara memastikan keterkaitan antarprogram
(interlinkage) kementerian/lembaga agar saling
melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan;

Keterpaduan dan sinergi program dan anggaran di tingkat

daerah, dengan cara;

1) memastikan keterkaitan antarprogram (interlinkage)
antar-OPD agar saling melengkapi dan dapat diberikan
secara bersamaan, dan
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2) memastikan keterkaitan antarprogram
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar
saling melengkapi.

c. Keterpaduan dan sinergi mengacu pada data sasaran dan
wilayah yang sama (utamanya difokuskan pada lokus
wilayah kantong-kantong kemiskinan yang diprioritaskan).

d. Keterpaduan dan sinergi yang melibatkan sektor
nonpemerintah (swasta/pelaku usaha, akademisi, dan
masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema
kerja sama dan pendanaan multisektor.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Penjabaran sosialisasi dan edukasi upaya PPKE, sebagai
berikut:

a. Tujuan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE bertujuan
untuk:

1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku
kepentingan di pusat dan daerah mengenai arah
kebijakan, tujuan, strategi dan mekanisme pelaksanaan
PPKE.

2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum
khususnya penduduk miskin ekstrem mengenai
program-program pemerintah yang terkait PPKE.

3) Membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan
dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak
nonpemerintah untuk bersinergi dalam pelaksanaan
PPKE.

b. Pelaksana Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE merupakan
tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tugas,
fungsi dan kewenangannya, beserta mitra nonpemerintah
yang terlibat program PPKE.
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c. Sasaran Sosialisasi dan Edukasi

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan
PPKE adalah:

1) Kementerian/lembaga terkait;

2) Pemerintah  daerah, termasuk Tim  Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan
Kabupaten/Kota, perangkat/aparatur pemerintah di
tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

3) Lembaga penyalur bantuan pemerintah;
4) Pendamping desa dan pendamping program;
5) Penduduk miskin ekstrem;
6) Pihak nonpemerintah; dan
7) Masyarakat umum.
d. Materi Sosialisasi dan Edukasi

Materi sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE
setidaknya mencakup:

1) Arah kebijakan dan tujuan PPKE;

2) Strategi dan program PPKE; dan

3) Mekanisme pelaksanaan PPKE.
e. Media Sosialisasi dan Edukasi

Media sosialisasi dan edukasi yang dapat digunakan
dalam pelaksanaan PPKE di antaranya:

1) Surat yang dikiim oleh pimpinan atau pejabat di
kementerian/lembaga kepada Gubernur dan
Bupati/Wali Kota.

2) Pedoman Umum PPKE, yang berisikan informasi antara
lain mengenai tujuan, arah kebijakan, strategi dan
program, serta mekanisme pelaksanaan PPKE.

3) Pedoman umum dan/atau pedoman/petunjuk teknis
berbagai  program  pemerintah  yang  terkait
pengurangan  beban  pengeluaran  masyarakat,
peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan
Jjumlah kantong-kantong kemiskinan.
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4) Lembar panduan bagi penerima manfaat, yang
berisikan prinsip pelaksanaan program, informasi
mekanisme  pemanfaatan dana bantuan, dan
pengaduan program PPKE.

5) Audio dan/atau video, vyang ditujukan kepada
masyarakat umum.

f. Saluran Sosialisasi dan Edukasi

Saluran sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan PPKE
di antaranya adalah:

1) Pertemuan/rapat koordinasi (rakor), seminar, lokakarya,
dan diskusi.

2) Komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui
pertemuan kelompok (P2K2) untuk peserta PKH dan
penyuluhan KB oleh PLKB.

3) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-
Lain).

4) Media elektronik (radio, televisi lokal, Short Message
Service/SMS, dan lain-lain).

5) Media daring, seperti situs web resmi
kementerian/lembaga, Twitter, Facebook, microsite,
WhatsApp. Telegram, dan Instagram.

6) Pagelaran seni budaya, misalnya: wayang, ketoprak,
lenong, rebab dan lain-lain.
7) Konferensi pers.

4. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pelaksanaan PPKE dan untuk
mengetahui permasalahan yang menghambat
pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat
segera diupayakan penyelesaiannya.
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. Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan PPKE dapat

dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan
pemerintah desa/kelurahan.

. Pemantauan dan evaluasi secara terpadu yang melibatkan

lintas kementrian/lembaga terkait mengenai pelaksanaan
PPKE di pusat dikoordinasikan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKE di provinsi

dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi
dan TKPK Kabupaten/Kota.

. Pemantauan dilakukan secara berkala atau sesuai dengan

kebutuhan (tematik) menggunakan data dasbor, data
sekunder (seperti Susenas, Podes, Sakernas), pelaporan,
pemantauan lapangan dan kanal  pengaduan
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Cara Pemantauan dan Evaluasi ‘

Pemantauan dan evaluasi
melalui dasbor dan data
sekunder untuk melihat
perkembangan pelaksanaan dan
Jjangkauan program terkait PPKE
di tingkat pusat dan daerah.

Sumber Data

e Dasbor yang
menampilkan indikator
capaian program misalnya
yang dimiliki oleh setiap
kementerian/lembaga
maupun dasbor lainnya.

e Data sekunder misalnya
Susenas, Podes, Sakernas.

Pemantauan dan evaluasi
melalui pelaporan

Laporan dari
kementerian/lembaga dan
TKPK Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan evaluasi
melalui kegiatan lapangan
untuk mendalami data dan
informasi yang diperoleh melalui
dasbor dan mengetahui
tantangan dan strategi terkait
PPKE di tingkat pusat dan
daerah.

Survei, FGD, dan wawancara
mendalam yang dilakukan
secara berkala oleh
pengelola/pelaksana
program di tingkat pusat dan
daerah.

Pemantauan dan evaluasi
melalui kanal pengaduan

Berbagai kanal pengaduan
masyarakat (seperti aplikasi
LAPOR!, saluran pengaduan
program).

f. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan
memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti
lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan

lainnya.

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan
lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti
perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lainnya.
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h. Hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga di tingkat pusat dan pemerintah
daerah menjadi bagian dari pelaporan sebagaimana diatur
dalam subbab Pelaporan.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan diskusi dan
pertimbangan kementerian/lembaga serta pemerintah
daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan, strategi
dan mekanisme program.

5. Pengaduan

a. Pengelolaan pengaduan perlu dilaksanakan untuk

mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai
program pemerintah terkait PPKE. Melalui pengelolaan
pengaduan, pelaksana program dapat memperbaiki
kualitas pelaksanaan program, dan memudahkan
kelompok miskin ekstrem dalam memperoleh hak-
haknya.

. Pengaduan terkait program PPKE dapat disampaikan

melalui:

1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional yang menggunakan aplikasi LAPOR! (SP4N-
LAPORY), sebagai aplikasi untuk mengelola pengaduan
pelayanan publik nasional yang terintegrasi, yang dapat
diakses melalui situs web (www.lapor.go.id) dan melalui
SMS ke homor 1708.

2) Saluran pengaduan atau call center yang disediakan
oleh masing-masing program pemerintah terkait PPKE.

3) Saluran pengaduan yang disediakan oleh pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota.

4) Saluran pengaduan lainnya terkait pelaksanaan
program PPKE.

37

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022



c. Pengelolaan pengaduan menjadi bagian dari bahan
pelaporan sebagaimana yang diatur di dalam subbab
Pelaporan.

6. Pelaporan

a. Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K secara berkala setiap
enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
menerima pelaporan dari:

1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan yang mengoordinasikan strategi
pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan
strategi penurunan jumlah kantong-kantong
kemiskinan;

2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang
mengoordinasikan strategi peningkatan pendapatan
masyarakat; dan

3) Menteri Dalam Negeri yang mengoordinasikan upaya
PPKE di daerah.

b. Kementerian/lembaga pelaksana program pemerintah
yang terkait dengan ketiga strategi PPKE melaporkan
perkembangan pelaksanaan program kepada Menteri
Koordinator yang mengoordinasikan masing-masing
strategi secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

c. Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPKE
setiap tiga bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri
dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.

d. Bupati/Wali  Kota  menyampaikan laporan  hasil

pelaksanaan PPKE setiap tiga bulan sekali kepada
Gubernur.
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Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, masing-
masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan PPKE
dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program
antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta
masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas PPKE.

Pedoman umum pelaksanaan program PPKE disusun agar
seluruh instansi pusat, daerah, dan pihak lain yang terlibat dalam
upaya penghapusan kemiskinan ekstrem memiliki panduan dalam
melaksanakan program PPKE sesuai dengan amanat yang tertuang
di dalam inpres tersebut. Dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan PPKE  dimungkinkan penyusunan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk menguraikan lebih lanjut terkait
hal-hal yang diatur di dalam Pedoman Umum.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,
C 9
yetae

uU/ \./\/_i)

Sorr‘(i Paskah Daeli
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Demikian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem disusun dan
dirumuskan untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan
dan melaksanakan program yang mendukung pelaksanaan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga
desa/kelurahan agar terarah dan terpadu.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

' 1

Sorrli Paskah Daeli
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DAFTAR TANYA JAWAB



1. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrem?

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi
layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi
terhadap pendapatan dan layanan sosial.

2. Apa kategori seseorang dikatakan miskin ekstrem?

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup
sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem - setara
dengan USD19 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan
menggunakan  ‘“absolute  poverty measure” yang konsisten
antarnegara dan antarwaktu.

Atau dengan kata lain, berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin
ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP
(Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari
atau Rp322.170/0rang/bulan (World Bank, 2022). Secara sederhana
apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak),
maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah
Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk
kategori miskin ekstrem.

3. Apa yang membedakan miskin ekstrem dengan kemiskinan biasa?

Perbedaannya dapat dilihat dari sisi pengeluaran melalui tabel di
bawah ini:

Keteranaan Kemiskinan Kemiskinan
g Ekstrem Nasional Nasional
Pengeluaran/orang/hari Rp10.739 Rp15.750
Pengeluaran/orang/bulan Rp322.170 Rp472.525

(sumber: BPS, 2021).

Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin,
karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional.
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4. Siapa yang menentukan garis kemiskinan ekstrem?

Garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di
PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia
garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS.

5. Strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai target PPKE?

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran
dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui
pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi, yaitu
kelompok program/kegiatan.

- Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat.

- Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui
pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

6. Regulasi apa saja yang telah dikeluarkan terkait dengan program
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut?

Telah dikeluarkannya Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan
penghapusan kemiskinan Ekstrem.

Turunan dari Instruksi Presiden ini adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menko PMK No.25 Tahun 2022 Penetapan
Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-
2024.

- Surat Keputusan Menko PMK No.30 Tahun 2022 tentang
Penetapan Jenis dan Sumber Data Pensasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) .

- Surat Keputusan Menko PMK No.32 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem.

Perkembangan regulasi dapat dilihat di laman
p3ke.kemenkopmk.go.id dan dapat diunduh pada menu unduhan
pada laman tersebut.
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7. Apa yang dimaksud dengan konvergensi dan komplementaritas
program?
Konvergensi atau yang biasa disebut keterpaduan adalah
pendekatan atau penyampaian intervensi yang dilakukan secara
terkoordinasi dan terintegrasi secara bersama-sama untuk menyasar
penerima manfaat.

Komplementaritas atau yang biasa disebut sinergi adalah pendekatan
pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah
program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran
program kemiskinan ekstrem.

8. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah masuk
ke dalam wilayah prioritas miskin ekstrem?

Penetapan wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem tahun 2022-2024 didasarkan pada indeks kemiskinan
ekstrem  kabupaten/kota  dengan  mempertimbangkan:  (a)
kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi; dan (b)
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi;
(merujuk Surat Keputusan Menko PMK No.25 Tahun 2022).

9. Mengapa hanya 212 kabupaten/kota yang masuk wilayah prioritas
20227

Pemerintah pusat memprioritaskan 212 kabupaten kota karena jumlah
penduduk miskin ekstrem di 212 kabupaten kota tersebut sebesar
75% dari total penduduk miskin ekstrem nasional.

Namun demikian, tidak membatasi kabupaten/kota lain untuk
berpartisipasi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem di tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan APBD.

10. Ada berapa instansi yang terlibat dalam program nasional ini?

Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, terdapat 22
(dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah
Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
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11. Dari mana sumber pendanaan untuk menjalankan program PPKE?

Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
menggunakan pendanaan yang bersumber dari:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

¢) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
)

d) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Data apa yang digunakan untuk program penghapusan kemiskinan
ekstrem?

Program penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan data terkini
dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi
seluruh penduduk dilengkapi nama dan alamat. Selanjutnya, data
tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program. Selama
belum tersedianya data yang termutakhir dan memiliki
pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk,
maka dapat menggunakan data Pensasaran  Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

13. Bagaimana mekanisme penyediaan data P3KE?

Informasi lengkap mengenai data P3KE dapat diakses melalui laman
www.p3ke kemenkopmk.go.id.

14. Siapa yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat
maupun daerah?

Di tingkat pusat dikoordinasikan oleh kementerian koordinator dan
kementerian/lembaga terkait. Sedangkan, untuk di tingkat daerah
dipimpin langsung oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan TKPK di
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Informasi lengkap mengenai
mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan dapat merujuk
pada bab 4.
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15. Bagaimana mekanisme pengaduan terkait dengan program PPKE?

Silakan merujuk pada bab 4 sub bab Pengaduan pada Pedoman
Umum Pelaksanaan Program PPKE.

16. Apakah daerah bisa membuat program sendiri untuk PPKE?

Bisa, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di daerah dan
memperhatikan program-program yang telah berjalan. Sifat dari
program yang diberikan adalah memperluas cakupan program pusat,
melengkapi program pusat, dan/atau dapat menambah besaran nilai
bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang
berlaku.

17. Apakah laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKE dapat
digabungkan dengan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah?

Bisa, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah juga
berisi laporan pelaksanaan PPKE.

18. Apakah indikator pemantauan dan evaluasi untuk daerah bisa di
sesuaikan dengan kondisi daerah?
Bisa, namun dengan tetap memperhatikan indikator pemantauan dan
evaluasi yang digunakan di tingkat nasional.
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DAFTARISTILAH



Konvergensi: pendekatan intervensi yang dilakukan secara
terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama pada kelompok
sasaran untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem.

. Kompelementer: pendekatan pada program yang sifatnya saling
melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk
intervensi kepada individu dan/atau keluarga sasaran program
kemiskinan ekstrem.

. Purchasing Power Parity (PPP): unit harga yang telah disesuaikan
sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan
satu dengan yang lain.

. Pendidikan formal: pendidikan di sekolah yang diperoleh secara
teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang.

. Pendidikan nonformal: pendidikan yang terorganisir yang
berlangsung sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih
luas di luar sistem formal atau persekolahan.

. Diskriminasi:  perbuatan, praktik, atau kebijakan yang
memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara
berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau
sekelompok itu. Orang dapat didiskriminasi berdasarkan ras, jenis
kelamin, usia, agama, warna kulit, disabilitas, orientasi seksual,
serta kategori lainnya.

. Inclusion error: kondisi ketika penerima manfaat yang tidak
berhak menerima program tetapi masuk ke dalam daftar
penerima manfaat.

. Exclusion error: kondisi ketika individu/keluarga yang berhak
menerima program tetapi tidak masuk ke dalam daftar penerima
manfaat.

. Afirmasi: sebuah tindakan yang dilakukan untuk memastikan
bahwa kelompok minoritas, perempuan, atau anggota kelompok
lain terwakili secara setara dan mendapatkan hak yang sama
dengan individu lainnya.

.Pendekatan multidimensi: pendekatan yang memerhatikan
berbagai dimensi (tidak hanya sebatas dimensi pengeluaran dan
pendapatan), tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan,
kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan.
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11. Inklusi sosial: suatu kondisi dimana semua individu atau
kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara dan
memperoleh akses dalam pendidikan, kegiatan ekonomi,
kesehatan, dan lainnya.

12. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
(P3KE): sumber data untuk mempertajam pensasaran program
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang berasal dari
pendataan keluarga Badan Keluarga Kependudukan dan
Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah
diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.

13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): data yang dikelola
oleh Kementerian Sosial, memuat informasi sosial, ekonomi, dan
demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di
Indonesia.

14. Data Pokok Pendidikan (Dapodik): sistem pendataan skala
nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yang terpadu dan merupakan sumber data utama
pendidikan nasional mencakup data satuan pendidikan, peserta
didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi
pendidikan

15. Pendataan Keluarga: data yang dikelola oleh Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berisi
mengenai data kependudukan, keluarga berencana,
pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga.
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